



DINAMIKA POLITIK PENGAMBILAN KEBIJAKAN PEMBENTUKAN 







Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan latar belakang, dinamika 
politik yang terjadi dan implikasi politik yang ditimbulkan dalam pengambilan 
kebijakan pembentukan dua Dinas Pendidikan di Kabupaten Bantul.  
Penelitian ini tergolong sebagai analisis kebijakan yang menggunakan 
metode kualitatif dan metode historis. Subjek penelitian diambil secara purposive 
sampling yang terdiri atas 7 orang pejabat eksekutif di Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bantul, 15 orang anggota DPRD Kabupaten Bantul, Ketua Pengurus 
Cabang Nahdatul Ulama (NU) Kabupaten Bantul dan Ketua Pengurus Daerah 
Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Bantul. Pengumpulan data dilakukan melalui 
interview dan studi dokumen. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. 
Analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif Miles dan 
Huberman melalui kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Pengambilan kebijakan 
pembentukan dua Dinas pendidikan di Kabupaten Bantul dilihat dari perspektif 
politik di latarbelakangi motif politis Bupati untuk melakukan perimbangan 
kekuasaan bidang pendidikan bagi ormas Islam Nahdatul Ulama (NU) dan 
Muhammadiyah, perspektif normatif di latarbelakangi adanya kewenangan bagi 
Bupati pasca otonomi daerah untuk mengelola bidang pendidikan sesuai 
karakteristik, kebutuhan dan kemampuan daerah, perspektif fungsional di 
latarbelakangi rendahnya kinerja Dinas Pendidikan; (2) Dinamika politik dalam 
proses pembentukan dua Dinas Pendidikan di Kabupaten Bantul menunjukan 
bahwa kekuatan politik informal dan kekuatan politik formal memiliki peran yang 
sama kuat dalam mempengaruhi proses pengambilan kebijakan pembentukan dua 
Dinas Pendidikan; (3) Pembentukan dua Dinas Pendidikan di Kabupaten Bantul 
secara politik berimplikasi pada berkembangnya budaya spoil sistem atau 
patronage system yakni pola pengangkatan pejabat struktural di dua Dinas 
Pendidikan yang dipengaruhi faktor kesamaan golongan. 
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